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Abstrak: Talking about relationship of religion and natialvays

causes tension. It is caused by the difference detvihe religion
and nation that causes a problem to sinergize @& fiblds

practicely and the anomaly of politics practicetaf religion ethics
and morality. Paradigm of the relation of religiamd nation

divided into three groups; integralistic paradigsubstantive
paradigm, and secularistic paradigm. Related tadlaionship of
religion and nation, Cak Nur insists that theradseed to build an
Islam nation. For him, Pancasila is final and theetmg point of
any interests, and how to make the values of Iglarthe ethics of
national politics, so even without mention the spiniif Islam, the

substantion of Islam itself has absorbed into taton and state
living. If it is seen from the categorization ofliglon and nation
paradigm that Cak Nur’s thought is a substantitegmy.
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PENDAHULUAN

Hubungan agama dan negara telah menjadi suateljzteh yang
cukup hangat dalam wacana sejarah dan kancah pdolperadaban
manusia. Polemic memperlihatkan adanya suatu paabegendapat
tentang hubungan negara dan agama di Indonesided®an ini
menimbulkan ketegangan-ketegangan politik ideoldgal ini dapat
dimaklumi dikarenakan beberapa h&ertama, hubungan negara dan
agama telah menjadi perdebatan panjang untuk mentbatasan-
batasan dalam hal apa negara dapat ikut campumdalasan agama.
Hubungan agama dan negara ini memperlihatkan tingtamomi dan
pengakuan agama sebagai hak azasi individual yangamnya
diserahkan pada lembaga-lembaga agama yang belmasotdaom.
Hubungan ini memperlihatkan tingkat otoritas individan kelompok-
kelompok dalam masyarakat untuk mengatur sendibpgatan sesuai
dengan keyakinan masing-masing. Hal ini sangatiqgerdikaji dalam

“Dosen tetap STAIN Samarinda
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konteks Indonesia yang memiliki dasar-dasar bargidrbeda dalam
melihat peran dan fungsi negara dalam kehidupahkpub

Kedua,perdebatan mengenai hubungan negara dan agamalmenja
penting karena persoalan ini merupakan gejala malsgayang berakar
dari permasalahan lahirnya gerakan sekularisaantdakjarah pemikiran
Barat. Dalam konteks keindonesiaan perdebatan uga jmendapat
perhatian yang serius, terutama di awal pembentuiegara bangsa
(nation state)ndonesia oleh para pendiri bang&aufding father).

Ketiga, masalah kontekstualisasi tipe negara merupakan st
yang penting dalam hubungan negara dan agama dindsd,
dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan lsishpoasyarakat
paling mejemuk di dunia. Selain itu, tingkat semiprimordial dalam
masyarakat Indonesia juga sangat tinggi, apaladgukial ini dikaitkan
dengan persoalan pluralitas agama. Keberagamaap tdalam beragama
juga menjadi permasalahan penting dalam kehidupamebara.
Meskipun agama Islam merupakan agama mayoritas,umadalam
kehidupan bernegara format hubungan negara danaagéh pendiri
negara dirumuskan dalam tipe negara yang berlaadgskda Pancasila.

Salah satu persoalan krusial dan telah cukup laremancing
debat dan kontroversi, khususnya di bawah penaéramt Orde Baru
lalah, bagaimana menata hubugan antara agama dmmanderutama
yang berkaitan dengan ideologi Pancasila. Masalaimuncul karena
sempat menguat anggapan di sebagian anggota mesyalmhwa
kelompok Islam tetap menyimpan niat terselubungikimhenggantikan
Pancasila dengan ideologi Islam. Secara histonggapan ini dapat
dimengerti mengingat betapa tajamnya perbedaan panggh muncul
antara kubu pendukung “Islam politik” dengan kulagionalis sekuler.

Sayangnya, anggapan seperti ini, sebenarnya lelihyak
dipengaruhi oleh usaha-usaha sebagian kelompokntart(baik di
kalangan Islam maupun non-Islam), yang mungkin imasenyimpan
“‘dendam” atau terus membangun “stereotype” guna ojakkan citra
politik umat Islam dalam konteks pergaulan berbandan bernegara.
Sementara itu, pada saat bersamaan penataan stqditik terus
dikonstruksi di bawah kendali pemerintah Orde Barang juga
berpengaruh pada politik umat Islam.

Peta persoalan semacam ini, oleh kalangan intelkekfwslim,
coba dikaji dan disikapi sesuai dengan perspeleislaman mereka, di
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antaranya adalah Nurcholish Madjid (selanjutnyalalis Cak Nur). Cak
Nur terus berupaya mencari pijakan-pijakan teologmgaimana
sesungguhnya Islam bisa “dibumikan” sebagai ajararal yang mampu
memberikan makna dalam proses perubahan socidikpgéing tengah
berlangsung dalam dinamika politik banggspakah ada konsep tentang
negara Islam dalam perjalanan sejarah umat Islanselaagainya.

Seperti apakah hubungan agama dan negara di Indpnes
khususnya pada masa orde baru dalam perspektifhbliscMadijid?
Tulisan singkat ini dimaksudkan untuk menjawab @Eatah tersebut,
tapi sebelumnya diuraikan terlebih dahulu tentdniggrafi Nurcholis
Madjid, kemudian dilanjutkan dengan pemikiran Nuwich Madjid
tentang hubungan agama dan negara.

RelasiAgama dan Negara di Indonesia Per spektif Nurcholish Madjid

a. Biografi Nurcholish Madjid

Cak Nur, lahir di Jombang, Jawa Timur, 17 Maret 493
Alumni KMI Pesantren Gontor, Ponorogo (1960) deanaii IAIN
Jakarta pada Fakultas Sastra den Kebudayaan (19é&ih Doktor
dari Universitas Chicago, AS (1984) dengan disetasTaymiyya on
Kalam and Falasifa. Ketua Umum HMI dua periode @G:2671);
Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggd&7{1969);
Wakil Sekjen IIFSO (International Islamic Federatiof Students
Organisation); Pemimpin Umum majalah Mimbar Jakafi@71-
1974); Direktur LSIK Jakarta (1973-1976); Direkturembaga
Kebajikan Islam Samanhudi Jakarta (1974-1992); okelldalam
Eisenhover Fellowship (19908).

Riwayat pendidikan, yakni Sekolah Rakyat di Mojcanyan
Bareng (pagi) dan Madrasah Ibtidaiyah di Mojoar(gare); Pesantren
Darul ‘Ulum di Rejoso, Jombang; KMI (Kulliyatul Mallimin al-
Islamiyah) Pesantren Darus Salam di Gontor, Pormpri&gN Syarif

'Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahirdaman Baru Islam
Indonesia; Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahmamtd, M. Amien Rais, Nurcholis
Madijid, Jalaluddin RakhmgCet. |I; Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), I8 16

http://www.doepatu.co.cc/2011/02/arah-pembahareamiiran-nurcholis.
html (Kamis, 03 Maret 2011)
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Hidayatullah di Jakarta (Sarjana Sastra Arab, 1988&) Universitas
Chicago, lllinois, AS (Ph.D., Islamic Thought, 1984

Cak Nur kecil semula bercita-cita menjadi masingeka api.
Namun, setelah dewasa malah menjadi kandidat rsadatam bentuk
lain, menjadi pengemudi lokomotif yang membawa gegbbangsa.

Sebenarnya menjadi masinis lokomotif politik adgdédlinan yang
lebih masuk akal. Cak Nur muda hidup di tengah &gja yang lebih
kental membicarakan soal politik ketimbang mesip. Uéeluarganya
berasal dari lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) daahaya, Kiai Haji
Abdul Madjid, adalah salah seorang pemimpin paditik Masyumi.
Saat terjadi “geger” politik NU keluar dari Masyuié&n membentuk
partai sendiri, ayahnya tetap bertahan di Masyumi.

Kesadaran politik Cak Nur muda terpicu oleh kegiataang
tuanya yang sangat aktif dalam urusan pemilu. iRghtaktis mulai
dikenalnya saat menjadi mahasiswa. la terpilih gaibakKetua
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Ciputat, tamPak Nur
menimba ilmu di Fakultas Sastra dan Kebudayaammilslastitut
Agama Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Jakartandgalamannya
bertambah saat menjadi salah satu calon Ketua URemgurus Besar
HMI.

Kendati memimpin organisasi mahasiswa ekstrakugikylang
disegani pada awal zaman Orde Baru, Cak Nur tidakamjol di
lapangan sebagai demonstran. Bahkan namanya glaalerkibar di
lingkungan politik sebagai pengurus Komite Aksi Maiswa
Indonesia (KAMI), kumpulan mahasiswa yang diangdsgperan
menumbangkan Presiden Sukarno dan mendudukkan Mayaeral
Soeharto sebagai penggantinya. Prestasi Cak Nun kepukir di
pentas pemikiran. Terutama pendapatnya tentang deelokrasi,
pluralisme, humanisme, dan keyakinannya untuk mearam
modernisasi atau modernisme bukan sebagai Baraemmsme bukan
westernisme. Modernisme dilihat Cak Nur sebagaialgeglobal,
seperti halnya demokrasi.

*http://asiaaudiovisualrbO9utami.wordpress.com/208@6/biografi-cak-nur/
(03 Maret 2011)
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b. Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Hubungan Agama dan

Negara

Relasi agama dan negara, khusus negara Islam dndsad,
menurut Cak Nur tidak dikenal dalam sejarah. Bukti Nabi, baru
dimakamkan tiga hari setelah wafatnya, akibat keaib umat soal
suksesi. Pola suksédidak jelas, sehingga terjadilah permasalahan
yang sulit diselesaikan. Oleh karena itu, masatategaraan bukanlah
suatu kewajiban, bahkan tidak menjadi integral ¢&lam. Mengenai
munculnya gagasan negara Islam atau Islam sebagara) tidak lain
merupakan kecenderungan apologet8etidaknya, menurut Cak Nur,
apologetis tersebut dapat ditinjau dari dua se@ertama
kemunculannya adalah apologi terhadap ideologiladgo Barat
seperti demokrasi, sosialisme, komunisme dan leliagainya. Invasi
kultural berupa ideologi-ideologi tersebut direspdalam apresiasi
yang bersifat ideologi politis, yang melahirkan g@angan dan
berujung pada perjuangan Islam politik yang mendikkan
terbentuknya “negara Islam”, sebagaimana terdapgdéna demokrasi,
negara sosialis, negara komunis, dan lain sebagainy

“Ketidak jelasan pola suksesi dalam Islam juga dikeakan oleh Abdurahman
Wahid, bahwa dalam soal suksesi, Islam tidak let@sj terkadang memakiatikhlaf,
bai'at danahl al- hall wa al- aqdi (system formatur).Padahal, dalam pandangan
Abdurrahman Wabhid, soal suksesi adalah soal yargipcwrgen dalam masalah
kenegaraan. Kalau memang Islam punya konsep, tatak terjadi demikian. Tidak
adanya bentuk baku sebuah negara dan proses péan#ekuasaan dalam bentuk
baku yang ditinggalkan Rasulullah, baik melalui tag#Qur'an maupun al-Hadits,
membuat perubahan historis atas bangunan negagaage menjadi tidak terelakkan
dan tercegah lagi. Dengan demikian, maka kesepakdtan bentuk negara tidak bisa
lagi dilandaskan pada dalilagli melainkan pada kebutuhan masyarakat pada suatu
waktu. Inilah yang menyebabkan mengapa hanya sexdikali Islam berbicara tentang
bentuk negara. Menurutnya, Islam memang sengajé titengatur konsep kenegaraan.
Yang ada dalam Islam hanyalah komunitas agdmatym khaira ummatin ukhrijat li
al-nd9. Jadi, yang ad&haira ummatinbukan khaira dawlatin khaira jumhdriyatin
apalagi khaira mamlakatin Lihat Abdurrahman Wahid, Merumuskan Hubungan
Ideologi Nasional dan Agama, Majalalila, Surabaya, Mei 1985. Artikel Abdurrahman
Wahid ini juga dimuat dalam KH Imron Hamzah & ChiiAnam (peny.),Gus Dur
Diadili Kiai-Kiai, (Surabaya: Jawa Pos, 1989), h. 43-54.

®Lihat Nurcholis Madjid, “Menyegarkan Paham KeagamdaKalangan Umat
Islam Indonesia,” dalantslam, Kemoderenan dan Keindonesia@@andung: Mizan,
1987), h. 253.
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Kedug pandangan legalisme sebagai kelanjutan fikihigaeg
begitu dominan di kalangan umat Islam, yang dilwmitik memenuhi
kebutuhan sistem hukum yang mengatur pemerintal@amn néégara
pada masa lalu. Pemahaman yamg demikian masihnkeagiringi
wacana politik Islam modern, yang mengasumsikanwbakintuk
menegakkan sebuah syari'at maka haruslah dimulai ©gara
sebagai elemen kekuasaan yang akan mampu mengar d
menegakkannya. Padahal, menurut Cak Nur, fikitekah kehilangan
relevansinya dengan pola kehidupan zaman sekardadangkan
perombakan secara total, sehingga sesuai dengan kedlidupan
modern dari segala aspeknya sudah tidak lagi mekgeadpetensi dan
kepentingan umat Islam saja, melainkan juga oraageplain. Dengan
demikian, dalam pandangan Cak Nur, hasilnya tidekuphanya
merupakan hukum Islam, melainkan hukum yang meligethua
orang, untuk mengatur kehidupan bersan@aalam konteks ini,
nampaknya Cak Nur sangat berobsesi untuk menjelasiawa Islam
yang hakiki bukan semata merupakan struktur atassursin dan
kumpulan hukum, yang tegak berdiri di atas fornmaéisnegara dan
pemerintahan. Tetapi Islam sebagai pengejawantaamd, yang
merupakan kekuatan spiritual yang mampu melahirjhaa yang
hanif, inklusif, demokratis serta menghargai pluralisme masyarakat

Jadi konsep negara Islam adalah suatu distorsi ngatou
proporsional antara negara dan agama. Negara laagmgrupakan
aspek kehidupan duniawi yang dimensinya rasional Kalektif.
Sedangkan agama merupakan segi lain yang dimenspiytual dan
individual. Antara agama dan negara memang tidak Hipisahkan,
namun antara keduanya itu tetap harus dibedakamddimensi dan
cara pendekatannya.Dari sinilah Nurcholis Madjidnotek Islam
dipandang sebagai ideologi sebab akan merendahkan d
mendiskreditkan agama sebagai sesuatu yang setagard ideologi
dunia’

®Nurcholis Madijid, Islam Doktrin dan PeradabafCet. 2, Jakarta: Yayasan
Wakaf Paramadina, 1992), h. 255

"Nurcholis Madjid,” Cita Politik Kita”, dalam Bosc€arillo dan Dasrizal
(Penyunting),Aspirasi Umat Islam Indonesidakarta: Leppenas, 1983), h. 4
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Islam tidak perlu menuntut negara atau pemerintatoriesia
menjadi negara atau pemerintah Islam. Baginya hdalastansi atau
esensi-esensinya, bukan bentuk formalnya yang tasigabolis®
Pembentukan negara adalah suatu kewajiban bagimaraisia dalam
bentuk demokratis, meskipun tidak ada keharusan lglam dalam
bentuk negara Islam, karena membentuk negara jtat saemberikan
beberapa pirnsip yang dipakai dalam mewujudkan araggat
dimaksud, yaitu:Pertama, pemerintahan yang adil dan demokratis
(musyawarah)kedua, organisasi pemerintah yang dinamkgtiga,
kedaulatari.

Masalah integrasi keislaman dan ke-indonesiaan lsarkankrit,
ketika Nurcholis Madjid menjelaskan hubungan Isldan ideologi
Pancasila? la berpendapat bahwa kaum muslim Indonesia menerim
Pancasila dan UUD 1945 dengan pertimbangan yaag jeedudukan
Pancasila dan UUD 1945 menurutnya, sama kedudukanfuhgsi
dokumen politik pertama dalam sejarah Islam, yRiagam Madinabh,
dan umat pada masa Rasulullah menerima konstitasiilfdh dalam
rangka menyetujui kesepakatan bersama dalam mennbang
masyarakat politik bersama.

Berdasarkan pemikiran tersebut, tampak Nurcholisljdatidak
merasa risau ketika pemerintah Orde Baru membéaakuUU
keormasan (UU No. 8/198%)antara lain, menetapkan keharusan
pelabelan Pancasila sebagai satu-satunya®*asegi organisasi

®\urcholis Madjid, “Suatu Tahapan terhadap Masa Bepalitik Indonesia”,
dalamPrisma,edisi ekstra, Jakarta, 1984, h. 31

%Ibid., h. 227

Ubid

Y“Nurcholis Madijid,” Cita Politik Kita”, h. 63

“Gagasan asastunggal pertama kali disampaikan oésfiden Soeharto dalam
pidato kenegaraan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agu€82. Gagasan asastunggal
ini menimbulkan pro dan kontra selama tiga tahunpsa diundangkan dalam UU No.
5/1985 dan UU No. 8/ 1985. Pendaftaran kembali eroranas harus sesuai dengan UU
No. 8/1985, dan bagi ormas yang tidak menerimatasggal ini tidak akan
didaftarkan, dengan konsekuensi dibubarkan. Liélaitljauh dalam Abdul Azis Thaba,
Islam dan Negara dalam Politik Orde Bafiakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 265

¥Bagi kalangan Islam, gagasan asas tunggal menimbufkasalah, bukan
karena mereka menolak Pancasila dan UUD 1945, sapi karena kekhawatiran
bahwa dengan menghapuskan asas ciri “Islam”, Péa@ds@an menjadi “agama baru”.

Vol: XV, No. 1, Juni 2012 Halaman43




Jurnal KomunikasiStesml Keagamaan

kemasyarakatan. la hanya memfilterisasi kekhawatsebagai umat
Islam yang melihat pemberlakuan UU tersebut dapateduksi
peranan agama lIslam yang justru pemanfaatan sisnfmliformal
agama menjadi kurang. Dengan persoalan itu, Nuschidladjid
memunculkan idenya tahun 1970-an yang cukup paopyd#u “Islam
Yes,partai IslamNo!**Organisasi semacam Muhamadiyah, al-Irsyad,
dan Persis, dinilainya sudah berhenti sebagai penrpEmbaru.
Mereka telah menjadi beku sendiri, karena merellaktisanggup
menangkap semangat dari ide-ide pembaruan sewditi, dinamika
dan progesivitas. Akibatnya ialah, timbul keadastagnant yang
menyeluruh, menimpa umat hingga sekarang ini. rDakonteks
inilah Cak Nur melihat pentingnya kehadiran gerak@mmbaruan

Mereka khawatir “semangan keislaman” yang menjadi organisasi menjadi mati.
Secara umum reaksi kalangan Islam ada tiga macBménerima tanpa reserve; (2)
menerima karena terpaksa sambil menanti keluariyeKeormasan; dan (3) menolak
sama sekali. Lihat Rusli KarimDinamika Islam di Indonesia, Suatu Tinjauan Sodaah
Politik (Jakarta: Hanindita, 1985), h. 211-217

I de tentang “Islam Yes, Partai Islam No”, muncutdma menurut Cak Nur
Madjid umat Islam belum sepenuhnya mampu melak@@isipasi terhadap berbagai
perubahan kehidupan mendasar yang menyertai traa$rsocial. Cak Nur juga
menyorot melunturnya peran partai-partai Islamgytiaak lagi mampu menarik massa
Islam karena ketiadaan ide-ide segar di kalangarekae Ide-ide dan pemikiran Islam
sekarang sedang menjadi absolute, menfosil, kej@lardinamika. Akibatnya dalam
pandangan Cak Nur, Umat Islam tidak lagi tertagp&da partai- partai Islam, sehingga
sikap mereka jika dirumuskamslam yes, partai Islam no.Lihat Cak Nur Madijid,
Islam, Kemoderenaih. 205. Sebaliknya menurut Nur Khalik Ridwan, Idsldm yes,
partai Islam no”, yang dikenalkan Nurcholis Madgdat Soeharto mengebiri partai
berbasis agama dan ideologi pada awal 1970-anadidiialik sebagai strategi neo-
Masyumi untuk bersimbiosis dengan kepentingan reagar mereka tidak lagi dituduh
mengusung formalisme Islam ke arena politik. Dayaré&oeharto memandang pewaris
Masyumi menyantuni Islam substantif. Tak menghdséa mereka banyak yang jadi
petinggi Golkar dan terserap ke birokrasi pemehiataSayang, kerangka sosiologi
pengetahuan John B. Thompson, dalam Studies inTHeory of ldeology (1985),
kurang didayagunakan Khalik untuk mempertajam hasdlisis. Kendati disajikan
dengan langgam subjektivitas yang meledak-ledaku bini tergolong karya teologi
pembebasan tahap keempat. Refleksinya sudah mexggunmetode analisis
nonmarxis, berangkat bukan dari dogmatisme agan@aimkan keprihatinan iman
wong kesrakat, dan menyantuni heterogenitas agaaf@mdperjumpaannya dengan
Islam. _http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedilmcholis-madjid/biografi/05.html
(03 Maret 2011)

Vol: XV, No. 1, Juni 2012 Halaman 44




M. Tahir, Hubuggama dan Negara

Islam. Dan menurut Cak Nur pembaruan harus dindgsigan dua
tindakan yang saling erat kaitannya, yaitu melepasiiri dari nilai-
nilai tradisional dan mencari nilai-nilai yang beemtasi ke masa
depan® Lantas ia mengajukan ide-ide seperti “sekularjsasi
liberalisasi, rasionalisasi dan modernisdsiKonsep-konsep yang
digelindingkan tersebut, telah menimbulkan kontrekesehingga
sempat memancing kehebohan di kalangan internal. uma

Meski banyak yang tidak sepakKatnamun Cak Nur tetap
konsisten mempertahankan berbagai gagasan pembgauadntuk
itu, acapkali Cak Nur harus menjelaskan konsep#@nyang
dipakainya, dengan tujuan, agar umat mengerti damahami apa-apa
yang dimaksudkannya. Tentang “liberalisasi’, maksad adalah
sebagai proses pembebasan ajaran-ajaran dan pandkstgm dari
nilai-nilai tradisional, dan mencari nilai-nilai yg beroritentasi ke
masa depaH.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa proses liberalisasthbbungan
dengan sekularisasi. Maksud sekularisasi menurlt Dar adalah
usaha untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudahestinya bersifat
duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecendamogtuk meng-
ukhrawikannya®®

*Cak Nur MadijidIslam, Kemoderenarh,, 209

|de modernisasi menurut Cak Nur, adalah seoranglimnusemestinya
menjadi seseorang yang selalu bersedia menerinen&edn-kebenaran baru dari orang
lain, dengan penuh rasawadhukepada Tuhan. Makna modernisasi itu sendiri, ident
dengan rasionalisasi. Sesuatu disebut modern jikesifat rasional, ilmiah, dan
berkesesuaian dengan hukum-hukum alam. Bila diéaitdengan perspektif Islam,
modernisasi ialah rasionalisasi yang ditopang dad@hensi-dimensi moral, dengan
berpijak pada prinsip-prinsip iman kepada Tuhangrsiaha Esa. Modernitas bagi umat
Islam akan membawa kepada pendekatan dan taqwdaéiah. Dalam konteks yang
lain, kemodernan ini pun berkaitan dengan tidaked#tkannya manusia untuk
mengklaim kebenaran yang mutlak. Liftztl., h. 260

Di antaranya yang cukup vocal menentang ide sdkakir adalah HM.
Rasyidi dan Endang Syaifuddin Anshari. Mereka tidatuju diterapkannya sekularisasi
bagi umat Islam. Alasannya, sekularisasi tanpalagkme adalah mustahil. Sekularisasi
tidak bisa lain, selain dinilai merupakan penerapsekularisme. Lihat Dedy
Djamaluijgdin Malik dan idi SubandZaman Baruh. 177

Ibid.,

Di sini Cak Nur membedakan istilah sekularisasi gden sekularisme.

Menurutnya,'Secularism is the name for an ideology, a newedoworld view which
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Uraian di atas memperlihatkan, bahwa pemikiran Raktentang
hubungan agama dan negara termasuk pemikiran Isldmatantif.
Untuk lebih terasanya pemikiran politik Islam saogif dari Cak Nur
ini, nampaknya perlu dilakukan suatu perbandingaland kasus per
kasus pemikiran dengan kaum formalis. Di sini didmodntoh tentang
agama kemanusiaan, desakralisasi Pancasila, dayaiglam pesisir.
Kesemuanya merupakan pandangan yang relatif lugutperhatian
kaum formalis. Sehingga, pemikiran Cak Nur ini béketul menjadi
alternatif pemikiran Islam, termasuk pemikiran pklislam.

Apa yang tersirat bagi kaum formalis adalah ayat-&gras yang
menyatakan bahwa manusialah yang harus melayaranTubengan
demikian, hidup adalah Untuk Tuhan. Padahal, bad Rur, Islam
(agama) itu untuk manusia, yang implikasinya adakmwa Islam itu
untuk kebaikan semua manusia atabhmatan li al-‘adlamin(rahmat
bagi alam raya). Islam sebagai agama kemanusiagbagi Cak Nur,
merupakan salah satu pokok (substansi) dari Isl&am sendiri.
Pemikiran ini ia alamatkan ke dalam konteks keimdtaan yang
plural, di mana Islam harus menempatkan diri sebsg@u rahmat,
seperti dalam pernyataan berikut: “Karena, cita-gélslaman yang
fithri itu sejalan dengan cita-cita kemanusiaan pada uryaimmaka
tentunya cita-cita kelslaman di Indonesia jugalarjdengan cita-cita
manusia Indonesia pada umumnya. Pernyataan ini ngema
mengimplikasikannya adanya kepercayaan tentang ikeebaalami
manusia, dengan sendirinya termasuk manusia In@donesaya
meyakini betul bahwa pandangan itu merupakan ssih ajaran
pokok agama Islam. Berdasarkan hal itu maka sudks jbahwa
sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indemasi ialah sistem
yang tidak hanya baik untuk umat Islam, tetapi yaegiranya juga

function very much like a new religion.Sekularisasi tidak dimaksudkan sebagai
penerapan sekularisme, atau apalagi sampai mendaabamn muslim menjadi sekuleris.
Dalam pandangan Cak Nur, sekularisasi dimaksudkamkuebih memantapkan tugas
duniawi manusia sebagai khalifah Allah di muka humdienurut Cak Nur istilah
sekularisasi terbagi ke dalam dua perspektif; $ogi® dan filosofis. Penggunaan kata
sekularisasi dalam sosiologi mengandung makna peashe, yaitu pembebasan dari
sikap penyucian yang tidak pada tempatnya. Kardnaia mengandung makna
desakralisasi, yaitu pencopotan ketabuan dan kasakrdari objek-objek yang
semestinya tidak tabu dan tidak sacral. Llbat., h. 207 — 260.
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akan membawa kebaikan untuk semua anggota masyaraka

Indonesia20”

Substansiasi Islam sebagai ajaran yang egalitebuka, dan
demokratis oleh Cak Nur kemudian dialamatkan keomedia. la
mengatakan bahwa yang sebetulnya demokratis addlatlaya
pesisir” yang menjadi kancah budaya Jawa (Kejaw2ingini, di masa
Orde Baru, jelas pemikiran Cak Nur tersebut memgnéaus21

Pemikiran politik Islam Cak Nur tidak lepas darisgd yang
dipilihnya, yaitu Keislaman, Keindonesiaan, dan Kelernan. Maka,
dalam masalah Islam dan Negara pun kerap dilatké@egi oleh tiga
dimensi tersebut. Berikut adalah pemikirannya tagptaslam dan
Negara yang secara praktis berada di wilayah peanmkdomestik
Indonesia.

Pertama-tama Cak Nur mengakui bahwa dalam dimejaras
politik Islam di Indonesia, Islam telah menampilkanjudnya yang
eksklusif dan berkesan “galak”, sehingga banyakarkgdn non-
Muslim yang meragukan Islam sebagai sebuah sistlitikpyang
terbuka—misalnya Walter Bonar Sidjabat melihat balpolitik Islam
sebagai sebuah cita-cita eksklusifistik yang habgaujuan untuk
mendirikan “negara Islan?2

Inilah yang kemudian dijawab oleh Cak Nur. Menuyain
perdebatan ideologi politik antara “negara Islan€rsus "negara
nasional atau negara Pancasila” yang memberi kédam yang
eksklusif itu, sebetulnya, adalah peristiwa kesd¢jan insidental,
bukan pandangan keagamaan yang esensial, dan hagrygakan
akibat-akibat dari bentuk-bentuk tertentu tahapupebuhan proses-
proses dan struktur-struktur kenegaraan yang mdaim jenjang
formatifnya yang sangat di28

“Cak Nur Madijid Cita-cita Politik Islam Era ReformasiJékarta: Paramadina,

1999), h. 52.

ZFachry Ali, dalam Sukandi (ed.Jharekat Nurcholisy: Jejak Pemikiran dari

Pembaharu sampai Guru Banggd ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. xxvii.

#Cak Nur Madiid,Islam Kemodernan dan KeindonesiagBandung: Mizan,

1992), h.xxxii.

BIpid.,
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Oleh karena itu, Cak Nur menyikapi bahwa retorikeedara
Islam” dalam sidang-sidang konstituante itu purukatipandang dari
dimensi kesejarahan. Maka, ketika umat Islam padktwitu masih
diliputi cita-cita “negara Islam”, seperti yang abl diperlihatkan
beberapa partai politik Islam, harus dipandang ¢&dadan “benar”
menurut ukuran keadaan dan kondisi pada waktuydimg masih
dalam taraf pencarian jati diri bagi pembentukagang dan bangsa
yang baru mencapai kemerdekaan24a.

Nucholish menegaskan bahwa sekalipun dalam Isldak tada
doktrin “pemisahan” antara agama dan negara, tlidarti bahwa
Islam mengidentikkan kekuatan politik sebagai agataa sebaliknya,
agama dijadikan alat sebagai upaya untuk mencapaialsaan politik.
Kekuasaan politik bukan tujuan hidup manusia, iet@mya sebagai
alat untuk mempermudah mencapai tujuan hidup yabdh Ihakiki.
Karena “Nabi Muhammad saw. pun setelah berhasil Imebaskan
Mekkah dari kaum musyrikin Quraisy, diperintah Tohantuk
bertasbih kepada-Nya dan memohon ampun kepada-tigmatikian
kata Cak NuR5

Dari sini terlihat, bahwa Cak Nur lebih menekanksegi-segi
doktrin Islam yang substantif. Yaitu, bahwa Isladalah agama yang
memandang kesatuan antara “yang sakral” dengang“yaofan”
(antara agama dengan negara), namun tidak beugdi keduanya
identik. Karena “agama dan negara dalam Islam, mpesktidak
terpisahkan, namun tetap dibedakan: tidak terpisamun berbeda”,
tegas Cak Nuk6

Oleh karena itu, menurut Cak Nur, dari sudut pagdetam,
pernyataan bahwa Indonesia bukan negara sekulear{megara yang
menganut sekularisme yang memisahkan agama darrahedan
bukan pula negara teokrasi (negara yang kekuasaditikipa
dipegang oleh pendeta atau kaum rohaniawan), ddipanarkan,
karena memang sejalan dengan ajaran Islam itu reehttionesia

“Nucholish Madjid, dalam Imam Ahmad, Sharon Siddiqi®n Yasmin
Hussain (ed.)lslam di Asia Tenggara Perspektif Kontempoi@akarta: LP3ES, 1987),
h. 544,

Pbid.,

%Cak Nur Madjid,Pintu-pintu Menuju Tuhan(Jakarta: Paramadina, 1994),
h. 12.
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adalah negara yang berdasarkan Pancasila. BagNQalkpernyataan
seperti itu adalah “cara yang tepat” bagi masyadnskeslim Indonesia,
secara ideologis, dalam memandang negerinya sehihigkapan itu
mengandung juga adanya kesepakatan dan komprongi samgat
rumit di antara pendiri bangsa, yaitu kompromi emtaasionalis
Muslim dengan nasionalis sekuler mengenai ideoluggara yang
resmi27

Dalam Islam, tidak ada suatu rezim yang mengakagatholy
atau suci. Iltu menunjukkan bahwa dalam sejarahigtam tidak
pernah menindas umatnya, bahkan sebaliknya menabekiddapangan
buat ijtihad. Sebaliknya, “di Barat,” demikian C&lur, “ada Holy
Roman Empire, menindas sama sek28i.”

Untuk itu, menurut Cak Nur, Pancasila merupakanlafja
tengah29 bagi penyelesaian masalah perdebatan ideologsbuat.
Penerimaan Pancasila sebagai landasan negara midmamjjuga
sikap arif pemimpin Islam pada waktu itu dalam ragaj integrasi
negara. Malah, jika diteliti lebih jauh, demikiamIlCNur, segala yang
terkandung di dalam negara itu sejalan denganmjatam, meskipun
simbol-simbol Islam telah dihilangkan, atau tepatdinetral-kar0

Sebagai salah satu contoh adalah ungkapan pertiéatahanan
Yang Maha Esa” pada hakikatnya mengandung tekaaag gangat
khusus menyangkut kualitas monoteistik prinsip &aas Tuhan,
tauhid® Pancasila dan UUD 1945, sebagai wujud lain Piadakarta
yang telah ditempatkan senetral mungkin, akhirnyanjadi basis

*"Tbid.

%Cak Nur Madjid,Islam Agama Kemanusiagdakarta: Paramadina, 1995),
h. 3.

#Selain Pancasila disebut sebagai “jalan tengah’jaga yang menyebutnya
sebagaitheistic democracyyakni ideologi negara Pancasila, yang mengamanatkan
kedaulatan rakyat yang berketuhanan (bertauhidy y@sa disebut: Demokrasi Teistis.
Lihat Fatwa, “Demokrasi Teistis IndonesiaRepublika 28/12/1995. Selain Fatwa,
Kuntowijoyo juga memandang Pancasila sebagai temw#msi. “Dalam sebuah teo-
demokrasi, kekuasaan itu dibatasi dari atas oldmamydalam Islam disebuslyariat
dalam Hindu disebutlharmg, dan dari “bawah” oleh rakyat.” Lihat Kuntowijoyo
“Pancasila: Sebuah Teo-Demokras¥fmmat 16/9/1996.

*Ibid., h. 4-5

Ubid.
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politik bangsa Indonesia dalam menghadapi hetertagerbudaya,
suku, bahasa dan agama di Indonesia. Ini beraaincasila juga
menjadi “muara” bagi seluruh agama-agama yang adiaddnesia ,
atau yang sering diistilahkan Cak Nur dengan memgaistilah al-
Qur'an sebagaikalimah sawa” titik pertemuan agama-agama. Umat
Islam Indonesia dapat menerima Pancasila itu detidaknya
ditentukan oleh dua pertimbangan. Pertama, nilainya dibenarkan
atau sejalan dengan ajaran Islam; dan kedua, fargsi sebagai titik
kesepakatan antara berbagai golongan untuk mewarjul&hidupan
sosial politik bersama.

Kedudukan serta fungsi Pancasila dan UUD 1945 digi hmat
Islam Indonesia dapat dipandang sama dengan kedodidn fungsi
dokumen politik pertama dalam sejarah Islam yarigerdhl dengan
nama Piagam Madinah pada masa awal kehidupan @idmawah
pimpinan Muhammad saw. di Madin&Bagi umat Islam Indonesia
sendiri, jika substansi lebih dikedepankan daripatabol, maka
dengan tanpa disadari etika Islam akan berubahaaiieejika bangsa.
Dengan demikian, tanpa disadari juga, “negara [Islgamg dicita-
citakan oleh para pendahulu politikus Muslim itusebiterwujud
meskipun tidak secara yuridis fornial.

Karena Pancasila sebagai salah satu instrumemgeddri “Islam
Peradaban”, maka Pancasila adalah sebuah idecdom Perwatak
dinamis, tidak statis, karena itu bersifat terbukidat dan watak inilah
yang diharapkan oleh para pendiri bangsa, yangurigat faham
kearifan para politikus Islam sangat berperan, gaibdandasan
filosofis bersamacommon philosophical groundebuah masyarakat
plural yang modern.

PENUTUP

Demikianlah pemikiran politik Islam Cak Nur Madjidentang
hubungan agama dan negara, khususnya pada madaaoud®emikiran
Nurcholis Madjid tentang hubungan agama dan negdegpat
dikategorikan dalam kelompok substansialis. Haldimpat diindikasikan

%Budhy Munawar (ed.),Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah
(Jakarta: Paramadina, 1998), h. 588-594.
#NurcholisMadijid,Pintu-pintu., h. 53.
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dengan beberapa argument berikut ini: pertama, Klakmerasa tidak
perlu mendirikan negara Islam. Baginya Pancasilalahd final dan
merupakan titik temu dari berbagai kepentingan. uéedBagi Cak Nur,
yang penting adalah bagaimana menjadikan nilai-lslam sebagai etika
politik nasional sehingga meskipun tanpa menyehaiba Islam,
substansi Islam itu sendiri sudah terserap ke d&kmdupan berbangsa
dan bernegara. Ketiga, Islam tidak harus menjaduae parpol atau
kekuatan politik. Islam bisa saja hanya menjadiuleé&n moral atau
kekuatan kultural yang memengaruhi segala kebijgbama pemimpin
negara.
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